BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAI KABUPATEN SOLOK

Menimbang

Mengingot

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|

BEUPAT] SOLOIK,

Dalam rangka menstabilkan produksi pangan pokal
tententy,  memenuhbi - kebutuhan pangan untuk
penangeulimgan  keadasn  darurat  dan mencegah
Kerawanan pangan di Kabupaten Solok perlu dilnkukan
pengadaan,  pengelolaan  dan penyaluran  cadangan
pangan o daerale

bahwa apar adanya payung hukum vang elekl dan
efisien dulam pengadoon, pengelolaan dan penyaliran
cadangan  paogpun di deerah sebagaimana  dimaksud
dalam hurul g, perlu dianur dengan Peraturan Bupati;

b b berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud  dalam hural & dan hurul b, peEriu
menelapkan  Persturan  Bupati tentang  Pedoman,
Pengadaan, Pengelolaan  dan  Penvaluran Cadangan

Pangan Pemerintah Kabupaten Solok:

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 wentang

Pembentukan Daerah  Otonom Kabu palternn  Dalam
Lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera Tengah
|Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Normor 25);

- Undang-Unduang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

ILembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 20172
Namor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indopesia Nomor 53501



1]

Lk,

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Kepublik Indonesia Nomor 5679),

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tenlang

Pemindahan  [bukota Kabupaten Solok dari Wilayah
Kot Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilavah
Kecamatan Gunung Talang Kabupalen Solok (Lembaran
Negaran Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor
b 7Y

Peraturan Femerintnh Nomer 17 Tahun 2015 lentang
Betnhanan Pangan dan Gizl (Lembaran Negorn Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor B3 Tahun 2006 lentang

Dewan Ketahanan Pangan;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan /O,

140/ 122010 lentang  Standar  Pelayanan  Minimal
Bidang Kelahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/
Kota;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan
Nomar O4/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pengpunaan
Cadangan Pangan Beras Pemerintah untok Stabilitas

Harga,

. Peraturan Daerah Kabupaten Sclok Nomor 2 Tahun

27 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran

Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 2)



MEMUTUSKAN:
Menetapkan . FPERATURAN BUPFATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN,

FENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

EAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L. Daerah adalah Kabupaten Solok.

[

Bupati adalah Bupal Solok.

i
It

Pemerintah  Dacrah  adalah  Bupati  sebagai  unsur
penvelenggara pemerintahan  daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonorm,

4. Perangkatl Daerah yvang adalah unsur pembantu Bupali
dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dulam
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang menjodi
Kewenangun doerah.

5, Pangun adalah segala sesuatu vang berasal dari sumber
hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak ciolah
vang diperuntukkan scbagai makanan atan minuman
bagi konsumst manusia  termasuk bahan tambahan
pangan, bahan baku pangan dan bahan lain vang
digunalan dealam proses penyiapan, pengolahan dan
atau pembuatan makanan dan minuwman,

©.  RKetahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan
bagi negara sampal  dengan  perseorangan, vang
tercermun dari lersedianya Pangan yang cukup, baik
Jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merala, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, kevakinan, dan budaya masyarakat,untuk dapat
hidup sehat, aklil, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Ketersedisan Pangan adalah kondisi tersedianyva pangan

dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan

Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak
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Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sclanjutnyva
disebut CPP Kabupaten adalah Persediaan Pangan vang
dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untulk
dikonsumsi masyarakat, bahan balku/industtd, dan
untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan
eejclak harga dan pasokan pangan.

Pengadaan CPP Kabupaten adalah penyediaan Cadangan
Pangan di tingkat kabupaten melalui  mekanisme
Penumjukan Langsung kepada Lembaga yang mampu
menyediakan cadangan pangan setiap saal dan mampu
menjangkau scliap wilayah di Kabupaten Solok.

Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan
sebapgai makanan utama  sehari-hari  sesual  potensi
sumber dayva dan kearifan lokal,

Readaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu
yvang dinvatakan oleh pemerintoh pusat, pemerintah
provinst dan/atau pemerintah kabupaten, menganeam
lkehidupan  sosial  masyarakat  yang  memerlukon
tindalkan serba cepal dan tepat diluar prosedur binsn.
Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan olel
peristiwa atau gerangkaian peristiwa vang disebubkan
oleh  alam  berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, keleeringan, angin topan, tanah lengsar,
tlan bencana alam lalnnya,

Bencana Sosial adulah bencana yang diakibalkan oleh
peristiwa atau scrangkaian peristiwa vang diakibatlean
oleh  manusia  yang meliputi  konflik  sosial  antar
kelompok, antar komunitas masyvarakat.

Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan
danfatau ketidakmampuan perseorangan -atau rumah
tangga dalam memenuhi  kebutuhan pangan dan
keamanan pangarn.

Cejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan
tertentul vang bersifal pokok ditingkal pasar vang
mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen| dari
harga normal selama paling sedikit 2 [dua) bulan

Ierturut-torat.
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Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau
minuman vang dimakan alau diminum oleh manusia
dalam rangka memenuhi kebutuhan hayvartinya.

Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat
dlau rumsh tangga yang tingkat ketersediaan dan
keamanan pangannya Udak cukup untuk memenuhi
standar kebutuhan Osiclopis bagi pertumbuhan dan
keschatan sebagiun besar muosyarakatnya,

Tim Pelaksana adalah Tim vang berasal dari lintas
mstansi terkait dan bertupgas mengkaji serta menetapkan
metodologl dan indikator penyaluran cadangan pangan
pemerintah,

Tim Teknis adalabh  Tim  vang  bertugas  dalam
bertanggung  jawab  melakukan  penyaluran  secara
langsung ke titik bagi yang telah disepakati,

Sekretariat adalah  urusan panguan pada  Perangkat
Daerah yvang melaksanakan urusan di bidang Pangan
vange  bertugas menghimpun data-data dan informasi
terliaitl dengan kerawanan pangan.

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
dischut APBD pdalah Angearan Pendapalan dan Belan)a
Daerah Kabupaten Salol,

Rawan Pangan Transien adalah ketidalimampuan suatu
dacrah dalam jungka pendek ataun sementara untulk
memenuhi kebutuban pangan minimomn.

Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidal terpenuhinya
pangan minimal bagl rumah tangga secara terstrulktur
dan bersifat terus menerus,

Kecamatan adalabh Kecamatan di wilayalh Kabupaten

=alols,

Pasal 2

{1} Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagal pedoman bagi

Pemerintal Daerah untulk mendukung penyelenggaraan
cadangan pokok tertentu di Kabupaten Sclok dalam
menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta

gagal panen.



|2) Peraturan Bupati ini berlujuaan :

a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan pokok
untuk menjamin pasckan pangan vang stabil antar
wakiu dan anlar dacrah;

b, memenuhi kebutuhan luas  masyarakat  vang
mengalamt kekurangan  pangan, bencana  alam,
bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan damirat
dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan
serta pejolak harga ; dan

c. meningkatkan akses pangan kelompok rawan pangan
transien terutama pada daerah terisolir dan dalam
lkondisi darural karena bencana dan pulusnya alises
lransportas maupun masyarakat rawan pangan kronis

karena kemiskinan,

Pasal 3

Sasaran pengadaan, pengelolaan  dan Penyaluran Cadangon

Pangan dalam Peraluran Bupat ini melipuli

a, masyarakal di Kobupsten  Solole  vang mengolami
lkernwanan pangoan alkibat bencana alam, bencana sosial
dan/atau keacdaan darurat:

b, daerab rawan pangun transien, khususnya poade daerah
lerisolir dan/atou dalam kondisi darurat karena bencana
maupun  masvarakal rawan pangan  kronis  karena
kemiskinan;

o, masyvarakal vang mengalami gagal panen; atan

i, perubahean gejolak harga yang signifikan kenailan lehih
dart 25% (dua puluh lima persen| dari harga pembelian

pemerintabh (HPP) selama 2 (dua) bulan berturat-turar,

Pasal 4
Fuang lingkup Peraturan Bupall ini meliputi ;
B, PeTCRCAnEan;
b. pengadaan cadangan pangan;
c. pengelolaan cadangan pangan;
d. penvaluran cadangan pangarn;

B meEenrawasanr evaliiast & relatoran: dan



f. pembiayaan.

Pasal 5
Perencanaan pengadsan  cadangan pangan di usullan
berdasarkan standar pelayanan minimal dj bidang keiahanan

[l T

BAEB II
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Paszal &

(1) Pengadoan  CPP Kabupaten dapat  dilakukan dengan
bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Megara dan/ atau
Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;

[£) Pengadaan CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pacla
ayat [1) dalam bentuk beras;

{9} Kerjasama dalam pengadaan CPP Kabupaten sebagnimana
hmaksue  pada ayat (1) dengan  persyaratan sl pal
berilour |

a. lkualitas beras vang harus disediakan sebogni CPP Provinsi
dengan kadar air maksimum 14% (empot belas perserars),
butir patanh maksimum 20% [duapuluh perseratus), lkadar
menir maksimum 2% (dua perserarus) dan derajal susoch
minimum 95% (sembilan puluh lma perseratus):

b, harga dikenakan scbesar Marpa Penjualan Beras (HHPBR)
vang berlaku;

€. bertangrungjawab untuk memelihara dan
mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan
kondisi awalnya; dan

d. tersedianya lumbung-lumbung pangan daerah’ atau tempat
penyimpanan beras vang dapal dimobilisasi setiap saat dan

seliap wilavah di Kabupaten Solok.

Pasal 7

Pengadaan CPP Kabupaten perlu dilakukan seliap tahun,

dengan alokazi sapnesaran secard  hiierie:  Jdam fotoia



terinfegrasikan dengan kegiatan lain yvang dapar mendukung

pengelolaan CPP Kabupaten melalui APBD.

Pasal 8

Penelapan besarnya kebutuhan pengadaan CPP Kabupaten

thilakukan dengan mempertimbanpkan:

A. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan
pangan  pasca bencana  dan gejolak harga yang
dialokasikan melalul CPP Kabupaten,

b. kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang
mengurus  Retahanan Pangan atau instansi lain yvang
terkatl; dan

¢ kemampuan  kewangan  daerah untulk penpadasn  dan

pengelolaan CPP Kabupaten.

BAB Il
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal ©

(1) Pengelolaan CPP Kabupaten dilakukan oleh  Perangloat
Dacrah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang
[FELEIE LT,

(2) Pengelolaan CPP kabupaten scbagaimana dimalesud el
ayal (1} dilaloukan secara transparan dan akuntabel,

(3} CPP Kabuparen disimpan dalam Lumbung Pangan Dacrah,

Pasal 10

{1} Dalam  pengelolaan CPP Kabupaten, dibentuk Tim
Pelaksana  dan Tim Teknis CPP Kabupaten vyang
ditetapkan dengun Keputusan Bupati,

(2)° Tim Pelaksana CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan susunan Keanggotaan sebagai

berikout:
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. Pembina

Pengarah

Ketua

Selkretaris

Anggota

Belkretariat

1. Bupat
2. Wakil Bupati
Sekrelaris Daerah
Kepala  Perangkat Daerah yang
melaksanakan  urusan  di bidang
pangan.
Kepala urusan Pangan pada
perangleat daerah vang
melaksanakan  urusan  di hidang
Pangan,
. Kepala Perangkal Dacrah vyang
melaksanakan urusan di bidang :
a. Soslal:
b, Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan,;
e, Pemerintahan Nagari; dan
d. Penanpgulangan Bencana,
2. Camat,
Urusan  Pangun  pada  Perangla
Daernh  yang  menyelenggarakan

urusan di bidang Pangan.

{3 Tim Teknis CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

aval (1) denpan susunan keangpolaan sebagal berikut:

i,

=}

14

ketua

Seloretaris

Anggota

bepala Urusan  Pangan  pada

perangloat daerah vang

menyelenggurakan vrisan di bidang
pangan,

Kepala Sub Urusan Ketersediaan

dan  Distribusi Pangan (RETHECY

Perangkal Draerah yang

melaksanakan urusan di bidang

pangan,

1. Kepala Sub Urusan Kerawanan
Pangan pada Perangkat Daerah
vang melaksanakan urusan di
bidang parngar.

7 Fyinostomal TTmam



Pasal 11

Tim Pelaksana CPP Kabupaten scbagaimana dimaksud Pasal

O ayat (2) memilili tuipss sebagai berikut :

il

d.

menympkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi
PENANEHANAN rawan pangan dan gizi;

melakukan kerjasama dengan berbagai instansi termasuk
kalanpan swasta scrta lembaga swadayn masvaralkul
dalam  implemenlasi  rencana  tindak lanjut  dan
penanggulangan kerawanana pangan dan gizi;

melakulkan pertemuan koordinasi teknis, konsultasi data
dan informasi pangan dan gizi scears reguler atau
sewn ktu-waliu apabila diperlukan;

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan
situast kelersediaan pungan dasrah terkait dengan CPP
habupaten; dan

melakukan investgasi terkail masalabh kerentanan dan

Kerawanan pangan vang terjadi di masyarakat.

BAE IV
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 12

(1) Penyaluran  CPP Kabupaten dapal  dilalukan

berdasarlean
. Perintah Bupati (Tep Down); dan
b, Usulan darl Keeamalan/ Nagari (Bottom L),
[2) Penyaluran  CPP Kabupaten  berdasarkan perintah
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a,
dengan tahapan sebagai beriloat |
a. Tim Telknis melakukan verilikasi dan atau uji petik
ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang
Jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima
manfaal;

b. Hasil  verifikasi  disampaikan kepada Kepala

Perangkal Daerah vang Melaksanakan urusan di



[,

bidang pangan dengan melampirkan data  dan
informasi mengenal jumlah rumah tangpa penerima
manfaal, besaran skala dan lama intervensi vang
dilakukan;

Kepala  Perangkat Daerah  vang  melaksanakan
wrusan  di bidang  pangan  melampirkan  hasil
verifikasi Tim Teknis kepada Bupal atau Sekretaris
Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Swolok
untuk meminta persetujuan untuk penvaluran CPP:

Penyaluran  CPP - kabupaten disesuaikan dengan
jumlah  rumah  tangea  sasaran  penerima  dan
dilakukan sampai ke kantor wali nagari schagal titik
pembagian  alan  tempat yang  telah  disepakati
bersama, dengan biaya penyvaluran menjadi tangpung
jawab Kabupaten;

Tim Teknis bertanggungiawab dalam mengupayakan
kelancaran  penyaluran  CPP Kabupaten  dari
Lumbung Pangan Daerab  sampai ke raumah tangea
penerima meaniaat;

Tim Teknis CPP Kabupaten membuat Berita Acara
Serah Terima  Bantuan  kepada  rumah langga
sasuran yang diketahui oleh kecamatan dan [/ Pihak
rnagarl setempat; dan

Jumlah  bantuan beras yeng disalurkan  lepads
rumah  tanggan  penerima manlaat  ditetapkan
berdasarkan indeks jumlah konsumsi perorang dilkali
dengan jumlah jiwa dikali hari bantuan dan atau
berdasarkan hasil penilaian vang dilakukan oleh Tim
terkait Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

di bidang pangan.

|3) Penyaluran CPP Kabupaten berdasarkan usulan dad

kecamatan [/ Nagari sebagaimana dimaksud pada syat

(1] hurul b, dengan tahapan sebagai berileut

.

Camal / Wali Nagari mengusulkan kepada Bupati
melalui Kepala Peranglat Daerah vang
melaksanakan urusan di bidang pangan selaku

pengelola CPP Kabupaten:



d.

Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap rumah
langga  sasaran  penerima  manfaat scbagaimana
diusulkan olch Kecamatan /nagari;

Hasil  verifikasi  disampaikan  kepada Kepala
Perangkal Dserah yvang melaksanakan urusan i
bidang pangan dengan melampirkan data  dan
informasi mengenai jumlah ramah tangpa penerima
manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang
dilakukan;

Kepala  Perangkal  Daerah  yang  Melaksanakan
urusan di bidang  pangan  melampirkan  hasil
verilikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sckretaris
Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Solok
untuk meminta persetujuan unluk penyaluran CPP:

Penyaluran  CPP Kabupaten disesuaikan dengan

Jumiali  rumoh  tanggs  sasaran  penerima dan

dilakukun sompal ke kantor walinagarl sebagai titik
bagi atau tempal yung telah disepalali bersama,
dengan biava penyaluran menjodi tanggungawals
Kecamatan/ nagari pengusul;

Tim  bertanggung  jawab  dalam mengu ey akan
kelanearan  penyaluran  CPP Kabuparen  dari
Lumbung Fangan Daecrah sampuai ke raumah LUngEa
pencrima manlaat;

Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima
bantuan  kepada  rumah  tanpea  sasaran vang
diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Pihak TEEa T

setempat; dan

- Jumlah  bantuan beras vang disalurkan kepada

ramsh  tanpes  penerima manfaat” ditetapkan
berdasarkan indeks jumlah konsumsi perorang dikali
dengan jumlah jiwa dikali har bantuan dan atau
berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan aleh Tim

Terkait.



BAB VY
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13
(1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan cvaluasi da
pelaporan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
dibutuhkan.
|2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilakukan

secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati,

Pasal 14
Dalam Penpawasan Penyvelengparaan CPP  Kabupuaten
E . 2 P

dilalkukan oleh Inspektorat Daerah atas nama Bupati,

Pagal 15

{1} Setiap pengiriman bantuan CPP Kabupaten dilaporkan oleh
Penyedia CPP Kabupaten vang ditunjuk Kepala Peranglkal
Daerab yang Melaksanakan urusan di bidang pangan
disertai dengan Berita Acara Penyernhan Bantuan, paling
lambat 15 (lima belas) harl setelah pengiriman,

[2) Setinp penyaluran CPP Kabupaten untuk penanggulangan
rawan  pangan  pasca  bencana  skibat bencana  alam
dan/atan keadann darurat serta gejolak harga, dilaporkan
oleh Tim Pelaksana CPP Kabupaten kepada Bupali vang
memuat  jumlah  penggunaan di Kecamatan termasuk
nagari,  penerima bantuan,  serta cadangan  beras
kabupaten i Gudang Penyedin Cadangan Pangan Daerah
vang ditanjuk sckurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

satd tahun,

BAE VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16
Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran,
pemantauan  dan  evaluasi pengelolaan CPP Kabupaten
dialokasikan pada APBD Kabupaten Solak.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Langgal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal M Afel W
BUPATI SOLOK,

o
,f’%’/
/” GUSMAL

MHundanglkan di Arosuka
pacla tanggal 40 Al W
SEKRETARLIS DALERAH

KABUPATEN SOLOK,
C=®—

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR |5



